27

Hukum Acara Pidana.

Dalam hal terdakwa telah meninggal dunia (pada taraf pemeriksaan ban-
ding), Pengadilan Tinggi cukup mengeluarkan penetapan yang menyatakan
tuntutan hukuman gugur atau tuntutan Jaksa tidak dapat diterima karena
terdakwa meninggal duriia. . o

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13—8-—-1979 No. 186 K/Kx/1979

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagaj
berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri di Surabaya tanggal 22 Januari 1973
No. 1102/1971 Pid. Korupsi dalam putusan mana tertuduh :

Drs. H. Chozin Baidowi, umur # 33 tahun, dilahirkan di Sampang {Madura),
bertempat tinggal dahulu di jalan Pantijajar No. 7 Surabaya, sekarang di kota

- Sampang, pekerjaan ex Kepala Perwakilan Pabrik Kertas Basuki Rachmad
Banyuwangi di Surabaya, berada di luar tahanan (telah meninggal dunia pada
tanggal 26 September 1973).

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dj-
tuduh :

L. Primair : Bahwa ja terdakwa pada suatu waktu atau beberapa hari yang
tak dapat ditentukan lagi dengan pasti yang berjalan dalam suatu jangka waktu
antara bulan September hingga bulan Pebruari (September 1969 s/d Pebruari 1970)
di Surabaya atau di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri di Sura-
baya, sebagai Kepala Perwakilan Pabrik Kertas Basuki Rachmad Banyuwangi di
Surabaya yaitu suatu badan yang didirikan dan dibiayai atau dibantu oleh Peme-
rintah cq. Kementerian Perindusterian Dasar dan Ringan dan Tenaga, ialah suatu
badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau suatu badan
hukum yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran lainnya dari
negara, untuk jabatan mana ja diangkat berdasarkan Surat Keputusan Departemen
Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga tanggal 8 Nopember 1966 No. 008/DD/
Kpts/1966, yo Surat Keputusan Kepala Pabrik Kertas Basuki Rachmat tanggal 22
Oktober 1969 No. 334/Kpts/Br/109, berturut-turut sebagai suatu perbuatan yang
diteruskan karena tindakan-tindakannya dengan atau karena melakukan kejahatan
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atay pelanggaran sebagai berikut : — membantu memberikan kesempatan, ikhtiar
atau keterangan kepada orang-orang bernama, Subroto, Solichin Azis, Kabul
Kusnin dan Sungkono, ialah tidak mengecek dengan teliti kebenaran kedudukan
orang-orang tersebut sebagai penguasaha yang berbentuk Commanditair Vennoot-
schap atau Firma menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kedudukan
bonafiditas, likwiditas, berdasarkan riwayat hidup perusahaan atau neraca laba-rugi-
nya, membiarkan tanpa jaminan atau borg berupa benda perusahaan atau pribadi-
nya secara konkrit bank garansi yang resmi atau macam lainnya lagi yang resmi
sedangkan keadaan dan kenyataan ini adalah palsu belaka dan bahan alasan untuk
karangan perkataan bohongnya seolah-olah suatu C.V. atau Fa. yang bonafide dan
likwid, untuk membujuknya sebagai Kepala Perwakilan Pabrik Kertas Basuki
Rachmat Banyuwangi di Surabaya yang berwenang memberikan fasilitas kredit
pembelian kertas, yaitu membuat hutang antara Perwakilan PKBR Surabaya yang di
kepalai terdakwa dengan Subroto, Solichin Azis pimpinan C.V. Djaya Sempurna
sebanyak Rp. 106.300.709 41 dengan Kabul Kusnin pimpinan Fa. Kembang Setam.
an sebanyak Rp. 11.535.002,48 - dan dengan Sungkono pimpinan C.V. Adji Soko
sejumlah Rp. 6.750.478,25 yang dimaksudkan mereka orang-orang tersebut untuk
menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang langsung maupun tidak lang.
sung merugikan keuangan negara cq PKBR disebabkan karena keuangan sebanyak
tersebut di atas adalah uang basil penjualan-penjualan kertas oleh Subroto, Solichin
Azis, Kabul Kusnin Sungkono yang mendapat fasilitas pembelian secara kredit dari
Perwakilan Pabrik Kertas Basuki Rachmat di Surabaya yang tidak disetorkan
kepada Perwakilan PKBR sebagai pembayaran harga kertas yang diperolehnya
karena fasilitas kredit tersebut. pasal 1 a yo 16 Undang-Undang No. 24/Prp/60 yo
pasal 64 yo pasal 56 pasal 378 KUHP.

Subsidair : Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat serta kedudukan
dalam tuduhan I primair di atas berturut-turut sebagai suatu perbuatan yang di-
teruskan karena perbuatannya atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran
dan yang dilakukannya dengan menyalah gunakan jabatan atau kedudukan dengan
jalan sebagai berikut :

syarat-syarat pembelian kredit tidak dijalankan semestinya, seperti bonafi-
ditas pemohon, antara lain jaminan borg, bank garansi yang resmi, dan lain sebagai-
nya,

tunggakan-tunggakan tidak dilaporkan pada atasannya di Banyuwangi.

tidak ada penagihan yang aktif.

tata tertib administrasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dan sebagai
balas jasa terdakwa telah : ' '

a. memperoleh atau memiliki- sebuah rumah lengkap dengan perabotnya
terletak di jalan Pantijajar No. 7 Surabaya ditaksir harganya Rp. 3.500.000,—

0 b, memperoleh atau memiliki emas murni seberat 1 kg dengan harga Rp.
50.000,—

¢. memperoleh atau memiliki simpanan deposito pada Bank Bumi Daya
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Surabaya sebesar Rp. 1.000.000 - hmgga ]umlah keseluruhannya ditaksir Rp.
5.000.000,—

yang langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara cq. PKBR Banyu-
wangi, karena keuangan sebanyak tersebut di.atas adalah sebagian dari hasil pen-
jualan kertas-kertas oleh Subroto, Solichin Azis, Kabul Kusnin dan Sungkono yang
mendapat fasilitas kredit pembelian kertas dari Perwakilan Pabrik Kertas Basuki
Rachmet di Surabaya, yang scharusnya disetorkan kepada Perwakilan PKBR di
Surabaya untuk pembayaran harga kertas yang diterima berdasarkan fasilitas
kredit tersebut, tetapi diberikan kepada terdakwa karena jasa-jasanya memberikan
bantuan untuk mendapatkan kredit pembelian kertas. pasal 1 b yo 16 Undang-
- Undang No. 24/Prp/60 yo pasal 64 KUHP. :

I1. Bahwa ia terdakwa pada waktu, tempat serta kedudukan pada tuduhan
I di atas berturut-turut sebagai suatu perbuatan yang d1teruskan telah menerima
hadiah atau pemberian dari ; '

a. Subroto dan Solichin Azis berupa sebua.h rumgh di _]alan Pantijajar No. 7
‘Surabaya, lengkap dengan perabotnya, 1 kg emas murni dan uang kontan sebesar
Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah).

b. Kabul Kusnin berupa uang kontan sebanyak Rp. 300.000,— yang diterima
melalui Wimpie Sukaryo,

sedangkan ia terdakwa mengetahui bahwa hadiah atau pemberian itu diberi-
kan kepadanya untuk membujuk supaya dalam jabatannya itu melakukan atau
mengalpakan sesuatu apa atau yang berhubungan dengan apa yang telah dilakukan-
nya atau yang dialpakannya dalamn jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban-
nya yaitu antara lain memberikan kredit sebanyak-banyaknya, waktu pembayaran
yang tidak dibatasi lamanya, mengalpakan persyaratan kredit, adanya tungakan
kredit-kredit, mengalpakan laporan secara insidentil kepada pimpinannya di Banyu-
wangi, tidak menagih secara aktif dan peringatan-peringatan atau tindakan-tindakan
hukum lainnya atas debet saldo Pabrik Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi pada :

C.V. Djaya Sempurna atas nama Subroto, Solichin Azis sebanyak Rp. 106.
300.709 41

Fa. Kembang Setaman atas nama Kabul Kusnin sebanyak Rp. 11.535.002,48

C.V. Adji Soko atas nama Sungkono sebanyak Rp. 6.750.478,25, pasal 1 ¢
yo 24 Undang-Undang No. 24/Ptp/60 yo pasal 418 yo 419 yo pasal 64 K.U.H.P.

II. Bahwa ia terdakwa pada waktu, tempat dan kedudukan pada tuduhan
[ di atas sebagai pegawai negeri ataupun orang yang disamakan kedudukannya se-
bagai pegawai negeri yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang mem-
pergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran lainnya dari negara atau masyara.
kat yang diwajibkan seterusnya atau sementara waktu menjalankan suatu pekerjaan
umum dengan sengaja telah menggelapkan vang sebanyak Rp, 200.000,— (dua ratus
ribu rupizh) yang diterima terdakwa dari seorang Budiman pimpinan P.T. Lima-
djaja, sebagai pembayaran langsung berdasarkan faktur No. 38/39 tertanggal 25
September 1979 untuk pembelian kertas, yang ada padanya Karena harus disimpan-
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nya karena jabatannya sebagai Kepala Perwakilan Pabrik Kertas Basuki Rachmat di
Surabaya, uang mana ternyata kemudian tidak dimasukkannya dalam pembukuan
Pabrik Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi sebagai perabayaran dimaksud tetapi
telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri.

pasal 1 ¢ yo pasal 24 Undang-Undang No. 24/Prp/60 yo pasal 415 K.U.H.P.

dengan memperhatikan ‘pasal 1 a yo pasal 16 Perpu No. 24 tahun 1960
dan pasal 64 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti ter-
cantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi
sebagai berikut : ‘

Menyatakan, bahwa kesalahan terdakwa Drs. H. Chozin Baidowi terhadap
apa yang dituduhkan kepadanya di dalam tuduhan terutama telah terbukti secara
sah dan meyakinkan yaitu : .

Sebagai seorang pegawai negeri telah memberikan kesempatan kepada badan
lain untuk melakukan tindak pidana korupsi, dilakukan berkali-kali sebagai perbuat-
an berlanjut ;

Menghukumnya dengan hukuman selama satu tahun penjara.

Menetapkan, bahwa jumlah hari selama terdakwa ditahan sebelum perkaranya
diputus, harus diperhitungkan keseluruhannya dalam hukumannya tersebut ;

Menyatakan, bahwa barang-barang bukti berupa :

sebuah rumah lengkap dengar perabotnya terletak di jalan Pantijajar No. 7
Surabaya,

satu kg emas murni lantakan,
uang sebesar Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah) yang kini didepositokan
pada Bank Bumi Daya Cabang Surabaya,
dirampas untuk Negara ;
Menghukum juga terdakwa untuk membayar segala biaya perkara,

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 10 April 1975 No. 73/1974
Pid. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari ter-
dakwa Drs. H. Chozin Baidowi tersebut ;
. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Januari 1973
No. 1102/1971 Pid. Korupsi ;
. Dan mengadili sendiri :
Menyatakan, bahwa tuntutan Jaksa terhadap terdakwa Drs. H. Chozin Bai-
dowi tersebut gugur, karena terdskwa telah meningga! dunia ;
Memerintahkan, agar supaya barang-barang bukti berupa :
1. Sebuah rumah lengkap dengan perabotnya terletak di jalan Pantijajar
No. 7 Surabaya ;
2. satu Kg. emas murni lantakan dan
3. uang sebesar Rp. 1.000.000,~ (satu juta rupiah) yang kini dideposito- -
kan pada Bank Bumi Daya Cabang Surabaya, dikembalikan kepada ahliwaris dari
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almarhum Drs. H. Chozin Baidowi ; ,

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No, 1102/1975 Kasasi yang
dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Surabaya yang menerangkan, bahwa
pada tanggal 28 Juni 1975 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Surabaya berdasarkan
surat kuasa khusus dari Jaksa Agung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap
putusan Pengadilan Tinggi tersebut ; '

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 27 April 1976 kuasa Jaksa Agung
sebagai penuntut kasas! demi kepentingan hukum yang diterima dikepaniteraan
Pengadilan Negeri di Surabaya pada tanggal 17 Juli 1976 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang
No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
vang telah mencabut Undang-Undang No, 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ke-
tentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti
yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4} Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sampai
kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi
hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

banwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun
1970, maka pasal 70 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sede-
mikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-Undang’
No. I tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang
telah di atur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 19635 kecuali kalau bertentangan
dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa  dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi
adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1950,
sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permchonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksa-
an Negeri di Surabaya untuk mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan
hukum berdasarkan surat kuasa Jaksa Agung tanggal 27 Maret 1976 No. SP.01/
Cf3/1973 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Agung
karena jabatannya demi kepentingan hukum tidak terikat oleh tenggang waktu ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi
pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak melaksanakan cara
melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang yaitu telah me-
meriksa dan mengadili (sendiri) perkara terdakwa yang diketahui telah meninggal
~dunia, dengan mengucapkan keputusannya sendiri, pada hal wewenang Pengadilan
Tinggi Surabaya tersebut sesungguhnya hanya berwenang untuk sekedar membuat
suatu penetapan yang menyatakan tuntutan hukuman menjadi gugur ataupun
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menolak (niet ontvankelijk verklaard) terhadap tuntutan Jaksa, karena terdakwa
meninggal dunia. ' _

2. Salah melaksanakan peraturan hukum yaitu tidak menyatakan barang-
barang bukti yang disita dalam perkara korupsi atas nama terdakwa tersebut di-
rampas untuk Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 2 Undang-undang
No. 24 Prp tahun 1960 ; .

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat : -

mengenai keberatan ad. 1. :

bahwa keberatan ini dapat diterima karena Pengadilan Tinggi cukup me-
ngeluarkan penetapan yang menyatakan tuntutan hukuman Bugur atau tuntutan
Jaksa tidak dapat diterima karena terdakwa meninggal dunia :

mengenai keberatan ad. 2.

.bahwa keberatan ini pun dapat diterima karena menurut pasal 16 Undang-
undang No. 24 Prp. tahun 1960, segala harta benda yang diperoleh dari korupsi
dirampas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mah-
kamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan’ Tinggi di Surabaya tidak
dapat dipertahankan lagi, oleh karena mana harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tersebut
dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan
ketentuan bahwa putusan ini tidak mempunyai akibat hukum.

Memperhatikan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-
undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Jaksa Agung karena
jabatannya demi kepentingan hukum.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 10 April 1975
No. 73/1974 Pid.

Dan mengadili sendiri ;
Menetapkan tuntutan hukuman menjadi gugur.
Menyatakan barang-barang bukti yang disita berupa :

satu buah rumah lengkap dengan perabotnya terletak di jalan Pantijajar
No. 7 di Surabaya ; .

1 kg emas murni lantakan ;
‘ uang sebesar Rp. 1.000.000,— yang didepositokan pada Bank Bumi Daya
Surabaya, .
dirampas untuk Negara.
Menentukan bahwa keputusan ini tidak mempunyai akibat hukum.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin



33

tanggal 13 Agustus 1979 oleh Busthanul Arifin SH sebagai Ketua, Kabul Arifin SH
dan Purwosunu SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
pada hari Rabu tanggal 5 September 1979 oleh Busthanul arifin SH sebagai Ketua,
dengan dihadiri oleh Purwosunu SH dan Kabul Arifin SH Hakim-hakim Anggota,
dihadiri oleh Mohammad Salim SH Jaksa Agung Muda, dan dihadiri oleh H. Eddy

Djunaedi SH MCJ, Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penun-
tut kasasi.




